TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA YANG MENJADI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT Oleh VANNESIA JEANET WODI B 111 08 880 BAGIAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2013 by WODI, VANNESIA JEANET
SKRIPSI 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA YANG 







VANNESIA JEANET WODI 











TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA YANG 
MENJADI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT 
SKRIPSI 
 
Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi 
Sarjana dalam Bagian Tata Negara 





VANNESIA JEANET WODI 













Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa 
Nama   :   VANNESIA JEANET WODI 
NIM   :   B 111 08 880 
Program Studi :   Ilmu Hukum 
Bagian  :   Hukum Tata Negara 
Judul  : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL 
WANITA YANG MENJADI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT. 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 





Pembimbing I     Pembimbing II 
 
Prof. Dr. Marwati Riza,S.H.,M.Si.           Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H 








Vannesia Jeanet Wodi (B11108880), “Tinjauan Hukum Terhadap Pegawai 
Negeri Sipil Wanita Yang Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat”. 
Dibimbing oleh Marwati Riza selaku pembimbing I dan Anshori Ilyas selaku 
pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pegawai negeri sipil 
wanita yang harus meminta izin kepada atasan yang berwenang untuk menjadi istri 
kedua, ketiga, dan keempat serta bagaimana dampak atau akibatnya. 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangkajene Sulawesi Selatan, adapun yang 
menjadi objek penelitian adalah Kantor Pengadilan Agama Pangkajene. Penelitian 
ini dilakukan berupa pengambilan data dan wawancara dengan salah seorang hakim 
dan salah seorang panitera pada instansi terkait. Penelitian kedua melalui hasil 
penelitian kepustakaan berupa literature, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
penelitian. Hasil penelitian dipaparkan dengan deskriptif dan argumentatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan 
PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai 
negeri sipil belum sepenuhnya ditaati dalam artian  tidak dilaksanakan dengan 
sesuai oleh pihak Pengadilan Agama Pangkajene, hal ini dibuktikannya dengan  
pelanggaran PP Nomor 45 tahun 1990 dalam pasal 15 disebutkan bahwa” Pegawai 
Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat 
dan yang melanggar ketentuan tersebut dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian 
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil”. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh penulis terdapat sebuah kasus yang menyerupai hal tersebut dimana 
terdapat seorang wanita yang menjadi istri kedua dan berstatus sebagai Pegawai 
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A. Latar Belakang 
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa makhluk 
lain, yang mana dalam kesehariannya, manusia dituntut untuk berinteraksi dengan 
orang lain. Manusia juga dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat 
berkembang biak dan meneruskan keturunannya. Dalam menjalankan proses 
tersebut, manusia harus melakukan perkawinan,  yang mana menurut aturan hukum 
Indonesia harus terikat dalam suatu hubungan yang dinamakan perkawinan. 
Perkawinan merupakan salah satu fitrah manusia yang diberikan oleh Maha 
pencipta, agar  dapat menjadi sarana atau lembaga untuk membina kepribadian 
yang sempurna. Oleh karena ia sebagai fitrah, maka lembaga perkawinan tidak 
dapat dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Itulah sebabnya sehingga lembaga 
perkawinan selalu eksis dari masa ke masa dan dalam semua peradaban umat 
manusia.1 Bahkan, menurut Hilman Hadikusuma (1990:1) perkawinan merupakan 
perilaku makhluk Allah SWT agar kehidupannya didunia dapat berkembang. Oleh 
sebab itu, perkawinan selalu terikat dengan perilaku umat manusia sepanjang 
zaman. Untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan umat 
manusia diperlukan aturan hukum yang dapat menjadi sarana pengaturan 
penyelesaian kasus-kasus yang terikat dengan perkawinan.22 
Perkawinan ialah perilaku makhluk Allah SWT sehingga aspek perkawinan 
dijadikan sebagai bagian dari ajaran agama, seperti agama Islam, Kristen, Yahudi 
                                                             
1
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-Undang, Hukum Adat, Hukum 
Agama, Jakarta: Mandar Maju. 1990 hlm.189 
2 Ibid., hlm 189 
diseluruh dunia sampai saat ini mendapat pengaturan dalam hukum disemua 
Negara di Indonesia. 
Aturan hukum di Indonesia yang terkait dengan perkawinan ditetapkan dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun setelah berlaku 
Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut 
UUP), maka KUHPerdata dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan 
tidak berlaku lagi dan semua aspek yang terikat dengan perkawinan telah diatur 
tersendiri diluar KUHPerdata. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari konstitusi (UUD 
1945 sebelum amandemen) Negara, yang secara tegas merupakan realisasi dari 
pasal 29 UUD 1945. Pasal tersebut mengamatkan kepada pemerintah untuk 
membuat ketentuan hukum tentang perkawinan diluar Indonesia agar terdapat 
unifikasi hukum perkawinan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat 
Indonesia. Dalam kaitan itu, hukum perkawinan di Indonesia terbagi menjadi tiga 
stelsel hukum yang menjadi sumber hukum, yaitu Hukum Positif (UUP), hukum 
Islam dan Hukum Adat. 
Hukum Positif secara tegas diatur dalam UUP yang berlaku bagi semua 
warga Negara Indonesia, dan hukum adat yang sifatnya asesoir agama tidak 
bertentangan dengan UUP yang berlaku secara tradisional menurut adat masing-
masing etnis, dan hukum Islam yang berlaku bagi kalangan orang Islam telah diatur 
dalam Impres No.1 Tahun 1991 tentang impilasi hukum Islam (selanjutnya disebut 
KHI).33 Semua aturan hukum tersebut menjadi acuan dalam rangka mendukung 
terbentuknya keluarga sejahtera sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 
(1) UUP juncto pasal 2 ayat (1) KHI.  
                                                             
3 Ibid., hlm 188 
 
Pengaturan perkawinan dalam tiga stelsel hukum tersebut secara filosofis 
mengandung nilai intrinsik yaiitu keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan 
utama dalam perkawinan baik secara tersirat maupun tersurat merupakan ajaran 
Allah SWT yang harus menjadi bagian dari perilaku manusia. Bahkan, dalam ajaran 
tertentu, misalnya agama Islam dan Kristen menepatkan nilai keadilan sebagi 
komponen utama yang harus dicapai dalam suatu perkawinan.4 
Dalam agama Islam, misalnya menghendaki agar nilai keadilan ditempatkan 
sebagai komponen utama dalam semua perilaku yang terkait5 dengan perkawinan, 
seperti pembagian harta, tanggung jawab suami istri, pemeliharaan anak dan 
termasuk jika beristri lebih dari satu (poligami). Poligami sebagai salah satu aspek 
perilaku dalam perkawinan mendapat tempat  hukum perkawinan di Indonesia. 
Hanya saja melalui beberapa syarat yang disebut sebagai pengaturan tentang 
poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia; merupakan suatu perbuatan 
dibolehkan dan bukan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan 
hukum perkawinan yang berlaku. Pemberian kebolehan poligami sesuai dengan 
syarat-syarat dan prosedur yang diatur dalam hukum perkawinan yang berlaku 
(Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam). Dimasukkannya 
aspek poligami sebagai bagian dari perilaku makhluk Allah, oleh karena poligami 
tidak mungkin diabaikan oleh manusia termasuk aturan hukumnya.5 
Hukum perkawinan yang mengatur poligami sebagai sesuatu yang boleh 
dilakukan oleh seorang suami asal sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur, 
terutama yang diatur dalam UUP dan peraturan pelaksanaanya serta kompilasi 
                                                             
4Ibid., hlm 188  
5
Al-Jahrani, Musyafir. Poligami Dari Berbagai Persepsi. Jakarta: Gema Insani Press. 1996. 
 
hukum Islam. Beberapa peraturan pelaksanaan yang terikat dengan poligami,seperti 
PP No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri 
sipil. Yang mengatur syarat-syarat perkawinan sebagai aturan hukum yang 
mengatur sebagai tegas tentang perkawinan, perceraian, pembagian harta, dan 
tanggung jawab suami istri. Salah satu dampak yang berkaitan dengan poligami 
adalah masalah tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anak yang masih 
dalam tanggungannya. 
Pasal 30 sampai dengan pasal 34 UUP mengatur tentang “hak dan kewajiban 
suami istri” dalam perkawinan. Dalam praktek poligami apakah memungkinkan 
adanya keadilan dalam poligami jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban terhadap 
istri dan anak-anaknya (pasal 45 dan pasal 54 UUP).  
Aturan hukum di Indonesia memungkinkan untuk dilakukannya poligami oleh 
seorang pegawai negeri sipil (PNS) aturan tersebut terdapat pada PP No.10 Tahun 
1983 jo. PP No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan pegawai negeri sipil. 
Berkaitan dengan poligami seorang wanita yang berstatus pegawai negeri sipil 
dilarang untuk menjadi istri kedua. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (2), Jika 
melanggar sanksinya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 
(pemecatan). Tapi jika PNS laki-laki ingin menikah untuk kedua kali dan seterusnya, 
tidak menjadi masalah yang penting ia dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. 
Kalaupun ia nekad menikah lagi meskipun tidak dizinkan sanksinya hanyalah salah 
satu hukuman disiplin tingkat berat, dalam artian tidak langsung dipecat.6  
Aturan ini mendiskrimasi wanita. Padahal dalam ketentuan pengangkatan PNS yakni 
PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS jo PP Nomor 11 Tahun 2002 
tidak ada larangan bagi mereka yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat mendaftar 
                                                             
6 Ibid., hlm 68 
dan diangkat menjadi CPNS. Tapi begitu PP Nomor 45 Tahun 1990 diterapkan, 
setelah ia diangkat menjadi CPNS/PNS harus dipecat. Sebelumnya saya juga telah 
mengadakan pra penelitian di kabupaten pangkajene tepatnya di Kantor Pengadilan 
Agama Pangkajene. Disana saya dilayani dengan baik dan sesuai dengan maksud 
saya yaitu mengadakan wawancara kepada salah seorang panitera yang memang 
khusus menerima berbagai kasus yang diajukan oleh masyarakat, saya bertanya 
kepada panitera tersebut bahwa apakah di Kantor Pengadilan Agama Pangkajene 
ini terdapat kasus yang unik dalam artian kasus yang jarang terjadi, lalu panitera 
tersebut menanggapi maksud saya dan ia mulai menceritakan sebuah kasus yang 
menurut saya menantang  Oleh karena itulah penulis merasa tertarik untuk 
mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah karya tulis skripsi sebagai tugas 
akhir penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata I pada Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin dengan mengangkat judul: “Tinjauan Hukum Terhadap 
Pegawai Negeri Sipil Wanita Yang Menjadi Istri Kedua/Ketiga/Keempa 
B. Rumusan Masalah 
Mengapa Pegawai Negeri Sipil Wanita harus memperoleh izin dari 
atasan yang berwenang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat? 
1. Apa dampak atau akibat hukumnya jika Pegawai Negeri Sipil Wanita 
tersebut tidak mendapatkan izin oleh atasan yang berwenang untuk 
menjadi istri kedua/ketiga/keempat? 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah: 
1. Untuk mengetahui alasan Pegawai Negeri Sipil Wanita yang harus 
meminta izin kepada atasan yang berwenang untuk menjadi istri 
kedua/ketiga/keempat. 
2. Untuk mengetahui dampak atau akibat terhadap Pegawai Negeri Sipil 
Wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah :  
1. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/  sumbangan 
pemikiran bagi para pihak yang terlibat di dalam mekanisme Pegawai 
Negeri Sipil khususnya wanita. 
2. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang Hukum 









A. Pegawai Negeri Sipil 
1. Pengertian 
Sesuai dengan lingkup struktural pemerintah Negara Indonesia sebagai 
salah satu organisasi, maka lingkup kepegawaian pun dapat dibagi atas beberapa 
jenis pegawai sebagai sumber daya manusia dari pemerintah Negara Indonesia, 
termasuk pegawai negeri sipil sebagai bagian dari pegawai negeri. Definisi 
pegawai negeri sipil pun tidak dapat dipisahkan dari pengertian pegawai negeri itu 
sendiri.7 
Dari segi tata bahasa kepegawaian mempunyai asal kata pegawai, yang 
diberi awalan dan akhiran sehingga mengubah arti kata asalnya seperti yang di 
kemukakan oleh Buchari Zainun sebagai berikut: Pegawai adalah kata benda 
berupa orang-orang atau sekelompok orang yang mempunyai status tertentu, 
karena pekerjaannya pegawai pun dalam bahasa Jawa dari kata gawai atau kerja. 
Sedangkan kepegawaian berubah maknanya menjadi segala sesuatu yang terkait 
dengan pegawai yang oleh sesuatu organisasi dipertimbangkan untuk menjadi 
urusan organisasi tersebut. Ini berarti bahwa apa yang tercakup dalam 
                                                             
7
Syahrani, Riduan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. 1. Jakarta: Media Sarana 
Press.1986.  
 
kepegawaian itu berbeda untuk setiap organisasi baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif.8 
Pengertian ini jika dikaitkan dengan keberadaan Negara sebagai suatu 
organisasi, maka yang dimaksud dengan pegawai negeri yang akan 
melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan. Dalam konteks 
ini, pegawai negeri dapat dikatakan sebagai pekerja atau staf pada organisasi 
pemerintah maupun instansi perusahaan milik Negara dan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan pekerjaan yang diatur dan sesuai dengan peraturan pemerintah 
yang telah ditetapkan.9 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok 
kepegawaian disebutkan bahwa:  
Pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah 
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang 
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari konsep ini 
pegawai negeri dapat diabstraksikan sebagai berikut: 
a. Harus memenuhi syarat yang telah ditentukan 
b. Digaji menurut peraturan pemerintah  
c. Dipekerjakan dalam jabatan negeri 
Pengertian pegawai negeri juga dapat dilihat pada penjelasan Moekdijad 
yang melihatnya dari perspektif administrasi dari pemerintahan. Pegawai negeri 
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9 Ibid., hlm 75 
adalah mereka yang diangkat dalam jabatan pemerintah oleh pembesar yang 
berwenang dan diberi gaji anggaran belanja Negara, maka anggaran belanja 
pegawai serta segala sesuatu harus menurut peraturan yang berlaku. 
2. Kategori Pegawai Negeri Sipil 
Dalam Undang-Undang No. 45 tahun 1999 disebutkan bahwa pegawai 
negeri sipil terdiri dari pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. 
a. Pegawai negeri sipil  pusat 
Pegawai negeri sipil pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan 
kepada anggaran pendapatan dan belanja Negara yang bekerja pada 
departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan, 
Lembaga tertinggi/tinggi Negara, Institusi vertical di provinsi/kabupaten/kota, 
Kepamiteraan pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas 
Negara lainnya (lihat penjelasan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999). 
Secara rinci dapat diutarakan lokasi tempat pegawai negeri sipil pusat 
bertugas sebagai berikut: 
1. Departemen pemerintah bernomenklatur yang terdiri dari     
departemen dan kantor menteri (menteri coordinator dan menteri 
Negara) 
2. Sekretariat lembaga-lembaga Negara dan secretariat Negara/kabinet. 
3. Lembaga Negara pemerintah non departemen dan perwakilannyan 
didaerah. 
4. Kantor wilayah departemen/direktorat jendral dilingkungan Depdagri 
berupa direktorat, sub-sub direktorat dibawahnya  
5. Lingkungan perwakilan RI diluar negeri dan beberapa perwakilan 
instansi diluar negeri 
6. Lingkungan pemerintah wilayah 
7. Diperbantukan pada BUMN/BUMD 
8. Diperbantukan oleh pemerintah daerah 
9. Ditugaskan, dipekerjakan diberbagai lembaga Negara dan instansi 
pemerintah lain diberbagai lembaga semi pemerintah, diyayasan-
yayasan, instansi internasional didalam maupun diluar negeri. 
10. Ditugaskan pada proyek-proyek pemerintah 
11. Diistirahatkan karena berbagai macam alasan (tidak diberi tugas) 
Jabatan negeri diberbagai lokasi yang ditempati PNS ini terdiri atas 
jabatan struktural dan fungsional dengan beraneka ragamnya tempat tugas 
dan keberadaan PNS pusat ini, maka dapat diperkirakan bahwa lingkup 
kepegawaian mereka yang menjadi urusan resmi pemerintah dan instansi-
instansi tempat mereka bertugas itu akan berlaian antara satu dengan yang 
lainnya, walaupun prinsip dan peraturan pada dasarnya mungkin sama yang 
seharusnya atau memang yang diberlakukan terhadap mereka.10 
b. Pegawai negeri sipil daerah 
Situasi mengenai pegawai negeri sipil daerah ini tidak banyak berbeda 
dengan hal-hal yang brhubungan dengan pegawai negeri sipil pusat karena 
keduanya tergolong dalam satu kelompok yaitu pegawai negeri sipil yang 
dinilai dan dikembangkan dalam lingkup pegawai negeri sipil daerah ini 
adalahh jabatan-jabatan fungsional seperti pada PNS pusat, yang berarti 
bahwa jabatan-jabatan negeri yang terdapat pada berbagai satuan organisasi 
administrasi  pemerintah daerah yang mungkin sudah membutuhkan jabatan 
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itu dengan para pejabatnya yang sesuai sampai saat ini belum ada yang 
memprakarsai untuk mengembangkannya.11 
Lokasi tempat/satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah 
yang berada dibawah pemerintah daerah dimana pegawai negeri sipil itu 
bertugas adalah sebagai berikut: 
1. Sekretariat daerah yang juga berperan sebagai secretariat 
wilayah daerah dengan seluruh jajaran organisasi 
dilingkungannya terdiri dari asisten, biro bagian, sub bagian, dan 
mengatur sampai pada secretariat daerah/kota 
2. Bapeda provinsi, kabupaten/kota dan satuan-satuan dilingkungan 
masing-masing seperti bagian, bidang, sub bagian dan seksi. 
3. Itwilprop, Itwilkab,Itwilkot, dengan satuan jajaran organisasi dan 
satuan jajaran seperti itu dan pemeriksa. 
4. BPKMD baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan 
jajaran satuan organisasi dilingkungan masing-masing 
5. Bank Pembangunan Daerah atau BUMD lainnya sesuai dengan 
keberadaannya baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 
6. Dinas-dinas otonom yang mungkin dapat dikatakan sebagai lokasi 
atau tempat yang sepenuhnya harus hanya diisi oleh pegawai 
daerah 
7. Satuan-satuan lain yang tidak termasuk kepala salah satu 
organisasi tersebut diatas seperti proyek. 
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Karena PNS daerah ini tetap merupakan bagian dari pegawai negeri 
sipil, maka tentunya seluruh ketentuan mengenai PNS secara otomatis 
berlaku juga buat mereka dan PNS pusat hanya saja yang perlu diperhatikan 
menurut Buchari Zainun adalah: “mereka yang bertugas diberbagai satuan  
organisasi  yang untuk suatu daerah saja sudah mungkin berbeda, apalagi 
untuk daerah yang memang secara formal diberlakukan laindalam beberapa 
aspek kepegawaian.12 Perbedaan dan atas pegawai negeri sipil daerah hanya 
akan mempunyai makna bilaman daerah itu merupakan daerah yang benar-
benar otonom, dimana setidak-tidaknya presentasi APBD lebih banyak 
berasal dari pendapatan asli daerah dan beban tugasnya. Serta kegiatannya 
bersifat otonom sesuai dengan arti formalnya. Dalam peraturan perUndang-
Undangan serta dalam kenyataan sebenarnya (realitas). 
Untuk itu, wewenang dan tanggung jawab kepegawaian terhadap PNS 
daerah secara hirarkis didaerah menjadi wewenang dan tanggung jawab 
dalam melakukan pengandalian terhadap pegawai negeri sipil didaerahnya 
demikian pula halnya dengan Bupati, Walikota, dan Gubernur terhadap PNS 
daerah wilayah kerjanya dan satuan organisasi yang lebih daerah tempat 
PNS daerah pusat itu bertugas termasuk PNS pusat yang diperbantukan atau 
dipekerjakan kepada daerah otonom. 
 
3. Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil 
Kedudukan pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah, abdi Negara 
dan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan. 
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Pada hakekatnya bahwa antara pegawai negeri dengan masyarakat terdapat 
suatu hubungan kerja. Terhadap pola hubungan ini logeman mengemukakan 
teorinya atas dasar ukuran materil bahwa pegawai adalah setiap pejabat yang 
mempunyai suatu hubungan dinas dalam Negara.13 Dalam hubungan dinas itu 
mereka harus/wajib melakukan jabatan-jabatan yang ditugaskan kepada mereka. 
Hubungan ini ada bila seseorang itu (pegawai) meningkatkan diri untuk 
menundukkan dirinya pada pemerintah dari perintah untuk melakukan suatu atau 
beberapa macam jabatan tertentu yang kemudian dihargai dengan gaji dan 
beberapa keuntungan lainnya. Untuk mengetahui hak-hak pegawai negeri sipil di 
Indonesia maka harus dilihat peraturan tentang kepegawaian yang dikeluarkan 
oleh pemerintah yaitu UU No.13 1999,  hak-hak PNS dalam peraturan ini diatur 
dalam pasal 7,8,9 antara lain : 
a. Setiap PNS berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai 
dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya dan harus mampu 
memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya . 
b. Setiap pegawai negeri berhak atas cuti. 
c. Setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam 
dan karna menjalankan kewajibannya berhak memperoleh perawatan. 
d. Setiap pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani 
dalam dan karna menjalankan tugas dan kewajibannya yang 
mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga 
berhak memperoleh tunjangan. 
e. Setiap pegawai negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh 
uang duka.  
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f. Setiap pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 
berhak atas pensiun . 
Hak-hak dasar Negara yang terkandung dalam undang-undang 1945 
merupakan hak-hak dasar manusia (hak asasi) yang merupakan seperangkat 
yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk hidup dan wajib 
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah yang 
lain, demi perlindungan harkat dan martabat manusia dari pemahaman ini, 
jelaslah bahwa Negara dalam menjamin hak warga Negara harus menyeluruh 
tanpa diskriminatif terhadapa seluruh warga Negara dan tidak hanya pada aturan 
hukum melainkan teraplikasi dalam kehidupan yang nyata.14 
 
4. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil 
Kewajiban PNS adalah segalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh 
dilakukan oleh setiap PNS berdasarkan sesuatu peraturan  perundang-undangan 
yang berlaku. Adapun kewajiban-kewajiban PNS tersebut dapat dirinci sebagai 
berikut :  
a. Kewajiban yang berhubungan dengan tugas didalam jabatan ; Kewajiban 
ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing PNS.  
b. Kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan PNS pada umumnya ; 
kewajiban ini terkait dengan kedudukan PNS sebagai unsur aparatur 
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Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat. Dapat dirinci sebagai berikut 
: 
1) Kewajiban yang ditetapkan dalam UU No.8 tahun 1974 tentang 
pokok-pokok kepegawaian ; 
2) Kewajiaban menurut peraturan disiplin pegawai ; 
3) Kewajiban menurut peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian 
bagi PNS;  
4) Kewajiban mentaati jam kerja kantor dan pemberitahuan jika tidak 
masuk kerja ; 
5) Kewajiban menjaga keamanan Negara dalam menyimpan surat-surat 
rahasia ; 
6) Kewajiban mentaati ketentuan tentang pola hidup sederhana dan 
larangan penerimaan pemberian hadiah; 
B.  Peradilan kepegwaian 
Peradilan kepegawaian dimaksudkan dalam pemahaman yaitu serentetan 
prosedur administratif  yang ditempuh oleh pegawai negeri sipil, apabila ia merasa 
tidak puas dengan berkeberatan atas sesuatu tindakan berupa keputusan yang 
dilakukan atasannya (pejabat yang berwenang), yang merugikan kepentingannya.15 
Berkenaan dengan pemahaman tersebut, Soedibyo Triadmodjo mengemukakan 
bahwa selama ini sengketa-sengketa di bidang kepegawaian tidak ditangani oleh 
suatu peradilan tertentu, namun  diselesaikan melalui suatu proses yang mirip suatu 
proses peradilan yang dilakukan oleh suatu tim atau oleh seorang pejabat, yang 
                                                             
15 Kotan.Y.Stefanus. Mengenal Peradilan Kepegawaian. :Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995. 
Hlm. 45 
 
disebut peradilan semu (quasi rechtpraak). Sedangkan peraturan perUndang-
Undangan yang dipakai swebagai landasan untuk menyelesaikan sengketa-
sengketa kepegawaian tersebar pada berbagai peraturan perUndang-Undangan di 
bidang kepegawaian. 
Sengketa-sengketa kepegawaian yang biasanya diselesaikan oleh peradilan 
kepegawaian, menurut Soedibyo Triadmodjo bahwa kalau mengikuti sistematika 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, meliputi 8 (delapan) subbidang dalam 
rangka pelaksanaan pembinaan pegawai negeri sipil, yaitu: 
a. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan; 
b. Pelaksanaan formasi dan pengadaan; 
c. Pelaksanaan kepangkatan, kepangkatan, jabatan, pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian; 
d. Pelaksanaan sumpah,kode etik, dan peraturan disiplin; 
e. Pelaksanaan pendidikan dan latihan; 
f. Pelaksanaan kesejahteraan; 
g. Pelaksanaan penghargaan; 
h. Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kepegawaian; 
Penggolongan tersebut, menurut Fransiskus Xaverius Sukemi masih bias 
ditambah dengan subbidang yang lain, karena penggolongan tersebut didasarkan 
atas sistematik Undang-undang Kepegawaian semata-mata, sehingga tidak 
diungkapkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di bidang pelaksanaan 
kewajiban serta hak-hak pegawai. Menurutnya, sengketa kepegawaian juga timbul 
disebabkan karena penugasan oleh atasan dengan tugas tertentu, percepatan dan 
pensiun pegawai, izin perkawinan, perceraian dengan menyangkut hak-hak salah 
satu pihak, serta izin-izin yang lain.16 
C. Hak asasi manusia (HAM) 
Hak asasi manusia (HAM) terus berkembang dari masa ke masa, menjadi 
sangat luas dan terbuka dalam perumusannya. HAM secara umum diartikan sebagai 
hak-hak yang bersifat kodrati dan universal. Hak-hak ini sudah melekat dengan 
sendirinya pada diri manusia sejak ia lahir. Kekuasaan atau otoritas dalam bentuk 
apapun tidak dapat mencabut dan merampas HAM didunia ini. Untuk itu, Negara 
bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk menghormati (to promote), 
melindungi (to protect) dan untuk memenuhi pelaksanaannya (to fulfill).17 Hak asasi 
manusia merupakan hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa pengecualian 
dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu. 
Hak-hak tersebut mencakup antara lain atas kehidupan, keamanan, kebebasan 
berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung 
tinggi, tidak saja oleh setiap individu oleh suatu Negara yang mengakui keberadaan 
dan menghargai HAM itu sendiri, namun harus pula dijamin oleh Negara tanpa ada 
perkecualiannya. Jaminan yang diberikan oleh Negara atas hak-hak tersebut tidak 
dapat diartikan bahwa hak-hak tersebut lahir setelah Negara meratifikasi suatu 
konvensi internasional tentang HAM atau mengeluarkan peraturan apapun yang 
menjadi hak asasi warga  negaranya, namun lebih merupakan tanggung jawab 
Negara dalam menjamin hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap warganya secara 
kodrati  dan memperlihatkan penghargaan Negara atas hak-hak tersebut. Karena 
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hak-hak yang paling asasi tersebut secara kodrati dimiliki oleh tiap manusia  
bersamaan dengan kelahhirannya didunia sebagai seorang individu yang merdeka. 
Istilah hak asasi manusia itu sendiri berarti hak tersebut ditemukan dalam hakikat 
kemanusiaan dan demi kemanusiaan. Karena itu setiap manusia memilikinya dan 
hak itu tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. 
1. Hak asasi manusia dalam pembukaan UUD 1945 
Meskipun perumusannya hanya mengatur hak-hak pokok dan penting saja 
namun prinsip dasar yang tercantum didalamnya sudah mencerminkan seluruh 
aspek kehidupan, sudah mencerminkan pokok-pokok prnghormatan tehadap hak-
hak asasi manusia dengan tolak ukur keselarasan antara individu dan masyarakat 
yang bersumber dalam sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan 
makhluk sosial. Prinsip ini berarti bahwa Negara menjamin, mengakui dan 
melindungi hak-hak asasi manusia. Pokok-pokok jaminan, pengakuan dan 
perlindungan bagi hak asasi manusia yang tercermin dalam pembukaan UUD 
1945 sebagai berikut : 
Alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah 
hak segalah bangsa dan oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus 
dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri 
keadilan. Rumusan ini menganduk makna bahwa bangsa Indonesia 
mengakui adanya hak asasi manusia. Dalam hal ini ialah hak untuk 
merdeka, freedom to be free.  Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti 
pengakuan terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia  
Alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa 
yang telah didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan 
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini 
kemerdekaanya ini mengandung makna bahwa kita ingin mengenyam 
kebebasan yang menjadi bagian dari hak asasi yang funda mental itu, maka 
dinyatakanlah kemerdekaan itu.  
Alinea keempat mengandung makna bahwa kita menyusun kemerdekaan 
itu dalam UUD Negara Indonesia yaitu Negara yang berdasarkan kepada 
kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, jelaslah bangsa 
Indonesia dan UUD negaranya mengakui adanya hak asasi manusia. 
Dicantumkannya dasar ini, maka hak asasi di Indonesia menjadi asas 
Negara yang fundamental. 
2. Instrument HAM internasional 
Indonesia sendiri telah meratifikasi enam perjanjian (kovenan) HAM 
internasional utama yaitu: 
a. CEDAW (convention on the elimination of all forms of discrimination 
against  women) atau konvensi penghapusan segala bentuk 
diskriminasi terhadap perempuan dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia No 7  tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai 
penghapusan segala bentuk diskriminasi segala bentuk diskriminasi 
terhadap perempuan; 
b. ICESCR (international covenant on economic, social dan cultural 
rights) melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2005 
tentang pengesahaan kovenan internasiaonal mngenai hak-hak 
ekonomi, sosial, dan budaya; 
c. CAT (convention against torture other cruel, inhuman or degrading 
teadment) melalui Undang-Undang No.5 tahun 1998 tentang 
pengesahan konvansi menentang penyiksaan; 
d. ICRC (convention on the rights of child) malaui Keppres No.36 tahun 
1990 tentang pengesahan konvensi hak anak; 
e. ICERD (international convention on elimination of all form of racial 
discrimination) melalui Undang-Undang No.29 tahun 1999 tentang 
pengesahan konvensi penghapusan diskriminasi rasial; 
f. ICCPR (International covenant on civil and political rights) yang telah 
diUndangkan dengan Undang-Undang No.12 tahun 2005. 
3. Instrument HAM nasional 
Kita memiliki acuan HAM dalam perUndang-Undangan nasional, seperti: 
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan ada BAB 
khusus tentang HAM di BAB XA; 
b. Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tahun 1939 tentang hak 
asasi manusia;    
c. Undang-Undang No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan ; 
d. Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak 
pidan perdagangan orang; 
e. Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga; 
f. Undang-Undang No.68 tahun 1958 tentang pengesahan konvensi 
tentang hak politik  perempuan (convention on the political rights of 
women); 
g. Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM; 
4. HAM perempuan  
Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat didalam suatu 
Negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-
hak yang dimilikinya secara asasi. Deklarasi universal hak asasi manusia 
(DUHAM 1948) memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya 
jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, namun dalam 
pasal 2 DUHAM dimuat hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setian orang tanpa 
diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.18 
Dengan demikian, bila dikaitkan denga kewajiban Negara untuk memberikan 
jaminan atas warga negaranya, Negara juga memmiliki tanggung jawab untuk 
menjamin perlindungan hak asasi  manusia kelompok perempuan sama seperti 
jaminan kepada kelompok lainnya.   
Karena perempuan sebagai bagian ari kelompok masyarakat yang juga 
harus dilindungi hak asasinya, maka pelanggaran terhadap hak asasi perempuan 
harus juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM secara umum. Selama 
ini, isu hak asasi perempuan sebagai bagian dari HAM masih merupakan isu yang 
belum memasyarakat. Bahkan sering merupakan isu yang terpinggirkan diantara 
isu hak asasi manusia lainnya seperti hak sipil dan politik atau hak ekonomi, 
sosial dan budaya. CHARLOTE BUNCH seorang aktivis HAM perempuan, 
menyatakan bahwa sebetulnya selama ini hak-hak perempuan telah dilanggarkan 
dengan berbagai cara. Dalam kondisi politik tertentu sebenarnya baik perempuan 
maupun laki-laki mengalami atau menjadi korban kekerasan, namun karena aktor-
aktor politik selama ini didominasi oleh laki-laki, masalah perempuan sebagai 
korban kekerasan yang terlanggar HAMnya yang berkaitan dengan 
                                                             
18 Ibid., hlm., 6 
keperempuanannya menjadi tidak kelihatan (invisible). Lebih lanjut BUNCH 
menyatakan bahwa saat ini, isu perempuan secara kongkrit menjadi focus 
perhatian Negara ditingkat nasional, regional maupun internasional.  
 
D. Peraturan izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil 
Izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil diatur dalam: PP No.10 
tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri SipilPasal 
4 (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib 
memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak 
diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. (3) 
Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari 
bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (4) 
Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara 
tertulis. (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), 
harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk 
beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. 
PP no. 45 tahun 1990 tentang Perubahan PP 10-1983 Tentang Izin 
Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, meniadakan butir 3 pasal 4  
no. 10/1983 Pasal 4 (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari 
seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Pegawai Negeri Sipil 
wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. (3) Permintaan izin 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. (4) Dalam surat 
permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan 
yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang”. 
Kemudian dinyatakan pada Pasal 5 PP no. 10 tahun 1983 
(1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan 
kepada Pejabat melalui saluran tertulis. (2) Setiap atasan yang menerima 
permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk 
melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi 
isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya 
kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 
(tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. 
PP no. 45 tahun 1990 Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga 
berbunyi sebagai berikut: (Perhatikan kalimat menjadi isteri kedua/ketiga/keempat 
ditiadakan) “(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri 
Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri 
lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada 
Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan 
terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”. 
Pada PP no 10 tahun 1983 Pasal 10 (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang 
hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang kurangnya salah 
satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) dan ayat (3) Pasal ini. (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ialah 
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
atau 
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 
Pada ayat (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah 
a. ada persetujuan tertulis dari isteri; 
b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan 
yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya 
yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan 
c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa 
ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 
Pada ayat (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh 
Pejabat apabila: 
a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai 
Negeri Sipil yang bersangkutan. 
b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3); 
c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau 
Pasal 11 (1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri 
kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), 
hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila: 
1. ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami; 
2. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai 
lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan 
surat keterangan pajak penghasilan; dan 
3. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil 
terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 
Pada ayat (2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri 
kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak 
diberikan oleh Pejabat apabila: 
a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai 
Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya; 
b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); 
c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
dan/atau 
d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan 
e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. 
Ketentuan pasal 11 tersebut di atas sudah dihapus semua oleh pp 45/1990 
Dan sanksi pelanggarannya: di jelaskan di pasal 15 PP no. 45 tahun 1990 Pasal 15 
(1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 4 ayat (1) beristeri lebih dari 1 tanpa 
ijin, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (2) Pegawai 
Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) yaitu jadi isteri 
kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat 
sebagai Pegawai Negeri Sipil; (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 
(2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman 
disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
E. Konsep Poligami Di Indonesia 
Dalam hukum perkawinan, pengaturan tentang poligami sudah dibuat 
sedemikian rupa apa yang menjadi syarat-syaratnya dan juga telah diatur dalam 
hukum adat bahkan konsep perkawinan (poligami) ditemukan dalam hukum adat 
yang berlaku secara turun temurun dalam masyarakat Indonesia. Di Sulawesi 
Selatan menurut penelitian M.Djufri Ahmad (2001:63) masalah poligami pada akhir-
akhir ini menjadi salah satu aspek bagi warga masyarakat. Perhatian terhadap 
pelaku poligami oleh karena itu ada yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang 
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus mendapat 
izin dari atasan dan bermohon berpoligami melalui Pengadilan Agama.19  Dalam 3 
dan 4 UUP.  
Sebagai masalah hukum, dalam hal kurang dipenuhinya  syarat-syarat 
perkawinan bagi PNS yang berpoligami. Secara normative, perkawinan yang kedua 
bagi PNS amat sulit karena harus memenuhi beberapa syarat seperti, istri tidak 
dapat menjalankan kewajiban, istri cacat, dan istri tidak melahirkan keturunan (pasal 
4 ayat (2) UUP). Selain itu harus mendapat persetujuan dari atasan langsung (pasal 
4 PP No.10 Tahun 1983), dan izin yang paling susah didapatkan suami adalah izin 
dari istri pertama. Tidak hanya itu jaminan kepastian suami mampu memberikan 









                                                             




A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penyusunan karya tulis ini, maka penelitian dilakukan di perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin dan perpustakaan Universitas Hasanuddin. 
Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan karena dalam penulisan skripsi 
ini penulis menggunakan studi kepustakaan (library research) yang mendukung 
pembahasan materi sesuai dengan karya ilmiah ini. 
 Dan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penyusunan proposal ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih 
lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pangkajene Sulawesi Selatan, Penulis 
memilih lembaga tersebut sebagai tempat penelitian karena sebelumnya  penulis 
juga sudah mengadakan pra penelitian di Lembaga tersebut dan menemukan 
kasus yang erat kaitannya dengan judul dalam proposal ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data 
primer. Yang mana dimaksudkan data sekunder meliputi dalam studi 
kepustakaan, pengumpulan data dilakukan terhadap peratuan perundang-
undangan, buku, literatur-literatur, karya ilmiah dan sebagainya yang berkaitan 
dengan penulisan ini, dan data primer yang dilakukan dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. 
 
C. Teknik pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan 
informasi yaitu melalui kepustakaan (library research) dengan literatur yang 
berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti: 
1. Buku, majalah, media internet, karya ilmiah yang berhubungan dengan 
masalah yang dibahas dalam penulisan. 
2. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan ini. 
3. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara tehadap pihak-pihak 
yang terkait. 
 
D. Analisis Data 
Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder 
telah dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala 
data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara 
deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan menjelaskan permasalahan-
permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil 
pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap 







PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Pengadilan Agama Pangkajene 
Pengadilan Agama (biasa disingkat : PA) merupakan sebuah lembaga 
peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten 
atau kota. Sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas 
dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara 
antara orang-orang yang beragam Islam di bidang: 
a. Perkawinan 
Merupakan hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang 
mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurutsyari’ah. 
b. Warisan  
Merupakan penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan 
mengenai harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, dan 
melaksanakanpembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan 
Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang 
menjadi ahli waris. 
 
 
c. Wasiat  
Merupakan perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat 
kepada orang lain atau lembaga/Badan hukum yang berlaku setelah yang 
member tersebut meninggal dunia. 
d. Hibah  
Merupakan pembagian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan 
dari seseorang atau Badan hukum kepada orang lain atau Badan hukum 
untuk dimiliki. 
e. Wakaf  
Merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk 
memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum 
menurut syari’ah. 
f. Shadaqah  
Merupakan perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain 
atau lembaga/badan hukum secara sppontan dan sukarela tanpa dibatasi 
oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap Ridho Allah SWT dan 
pahala  semata. 
g. Ekonomi Syari’ah 
Merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut 
prinsip syari’ah. 
 Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum 
meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari 
pimpinan (Ketua PA dan Wakil PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekertaris, dan Juru 
sita. 
1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pangkajene 
Visi Pengadilan Agama Pangkajene adalah sebagai berikut: 
“Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan 
masyarakat menjadi tenang, tertib, dan damai di bawah lindungan Allah 
SWT”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pengadilan Agama Pangkajene 
menjalankan misi sebagai berikut: “Menerima, memeriksa, mengadili, dan 
menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia, di 
bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan 
ekonomi syari’ah secara cepat, sederhana, dan biaya ringan”. 20 
 
2. Fungsi Pengadilan Agama Pangkajene 
 Dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman 
yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan, maka Pengadilan Agama Pangkajene membuat kebijakan-
kebijakan sebagai berikut: Pengadilan Agama Pangkajene harus dapat 
mewujudkan prinsip-prinsip Peradilan sebuah Negara hukum yang 
demokratis, yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak berpihak, 
menegakkan hukum secara benar dan adil yang menjamin kepuasan pencari 
keadilan. 
 Pengadilan Agama Pangkajene harus dapat mewujudkan dan tegak 
sebagai badan peradilan yang berwibawa, mulia, terhormat, dan dihormati. 
Pengadilan Agama Pangkajene dalam pelaksanaan tugasnya harus 
diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip keterbukaan, responsibilitas, 
akuntabilitas, efisien, dan efektif menurut dasar-dasar manegemen peradilan 
yang maju dan modern. Adapun fungsi Pengadilan Agama Pangkajene ialah 
sebagai berikut: 
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a. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan Negara dibidang 
kehakiman. 
b. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 
antara orang-orang yang beragama Islam. 
c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum 
Islamkepasa instansi-instansi pemerintah.jika diminta. 
d. Menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan 
kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas 











































B. Izin Kepada Atasan Yang Berwenang Terhadap Pegawai Negeri Sipil Wanita 
Untuk Menjadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat 
1. Pengertian Izin 
 Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin, terlebih dahulu 
dikemukakan beberapa istilah lain yang sebagian memiliki kesejajaran dengan 
izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi. Dispensasi ialah keputusan 
administrasi negara yang membebaskan suatu  perbuatandari kekuasaan 
peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sementara itu konsesi merupakan 
suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan 
umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari 
pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada 
konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Lisensi 
merupakan suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu 
perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang 
memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin 
khusus atau istimewah.21 
 Setelah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi, dan lisensi, maka 
definisi dari izin itu sendiri menurut Sjachran Basah ialah perbuatan hukum 
administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal 
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konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh 
ketentuan peraturan perundang-undangan.22 Izin juga merupakan pengikatan-
pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada 
keinginan pembuatan undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu 
atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah 
mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak 
seluruhnya dianggap tercelah, namun dimana ia menginginkan dapat 
melakukan pengawasan sekedarnya.  Hal yang pokok pada izin ialah bahwa 
suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam 
ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti 
diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.jadi persoalannya bukanlah 
untuk hanya member perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, 
tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara 
tertentu. Dalam hal izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak 
mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. 
 
2. Fungsi dan Tujuan Izin 
 Izin merupakan instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk 
memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna 
mencapai suatu tujuan konkrit.23 Sebagai suatu instrument, izin berfungsi 
sebagai ujung tombak instrument hukum sebagai pengaruh, perekayasa, dan 
perancangan masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan.ini berarti 
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persyaratan-persyaratan, yang terkandung dalam izin merupakan pengadilan 
dalam memfungsikan izin itu sendiri.  
3. Peran Pegawai Negeri Sipil 
 Pegawai Negeri Sipil  adalah unsur  aparatur Negara, abdi Negara, 
dan masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat 
dalam tingkah laku dan ketaatan kepada peraturan perUndang-Undangan 
yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka 
kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga 
yang serasi, sehingga tiap-tiap Pegawai Negeri Sipil dalam 
melaksanakantugasnya  tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah 
dalam keluarganya.24 
 Dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan 
bahwa “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib 
memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat”. Untuk itu ia harus terlebih dahulu 
mengajukan permintaan secara tertulis melalui saluran hirarki yang ada 
dalam lingkungan dimana yang bersangkutan kerja. Hal tersebut tidaklah 
berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri 
kedua/ketiga/keempat yang juga mengharuskan memperoleh terlebih dahulu 
izin dari atasan (pasal 4 ayat (3)).  Setiap atasan yang menerima permintaan 
izin oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, wajib memberi 
pertimbangan dan meneruskan kepada pejabat melalui saluran hirarki 
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selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal surat permintaan izin itu (pasal 5 
ayat  (2)). Hal demikian dilakukan karena lebih mengarah kepada tinjauan 
yuridis yang diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan 
dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 
 
C. Dampak Atau Akibat Hukum Dari Pegawai Negeri Sipil Wanita Yang Tidak 
Mendapat Izin Dari Atasan Yang Berwenang Untuk Menjadi Istri 
Kedua/Ketiga/Keempat 
 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur ketentuan tentang 
perkawinan yang berlaku bagi segenap warga Negara dan penduduk Indonesia, 
tentu termasuk didalamnya adalah warga Negara yang berstatus sebagai 
Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik 
kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik 
dalam masyarakat, juga dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. 
 Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan bahwa:  “Perkawinan 
sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 
dan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”. Tentunya 
perkawinan yang kekal menjadi dambaan semua keluarga, namun tidak menutup 
kemungkinan terjadinya perceraian dalam penyelenggaraan kehidupan berumah 
tangga. Oleh karenanya bagi PNS telah diatur mengenai ijin perkawinan dan 
perceraiannya. Adapun dasar hukumnya yaitu sebagai berikut: 
a. PP no. 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi 
Pegawai Negeri Sipil. 
Pasal 4 
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri 
kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. 
 (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri 
kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh 
izin lebih dahulu dari pejabat. 
 (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) 
diajukan secara tertulis. 
(5) Dalam surat pemintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) 
harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin 
untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri 
kedua/ketiga/keempat. 
b. PP no 45 Tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi 
Pegawai Negeri Sipil. 
 
Pasal 4 
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri 
kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. 
Pasal 11 
(1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri 
kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) 
hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila:  
a. Ada persetujuan tertulis dari istri bakal suami 
b. Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai 
lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan 
surat keterangan pajak penghasilan. 
c. Ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil 
terhadap istri dan anak-anaknya. 
(2) Izin Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri 
kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) 
tidak diberikan oleh pejabat apabila: 
a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh 
Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal 
suaminya. 
b. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaiaman dimaksud dalam ayat 
(1). 
c. Bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang 
berlaku. 
d. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. 
 
Pasal 15 
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat 
(2)  yaitu menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin 
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
c. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 
08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 Tentang petunjuk pelaksanaan PP 
no.45 tahun 1990 jo PP no.10 tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan 
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil.  
 
 Berdasarkan Peraturan-Peraturan diatas apabila Pegawai Negeri Sipil 
wanita  menjadi istri kedua/ketiga/keempat maka akan mendapatkan sanksi 
yaitu  dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat 
sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP no. 10 Tahun 1983 jo PP no. 
45 Tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. 
Tampak jelas pula perbandingan PP no.10 tahun 1983 dengan PP no.45 
tahun 1990 yaitu dihapusnya pasal 11 pada PP no.45 tahun 1990 seperti 
yang sudah tercantum dipembahasan dan adapun sanksi pelanggarannya 
yaitu dapat dilihat pada pasal 15 PP no.45 tahun 1990 Tentang izin 
perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 
  
D.  Hasil Wawancara Oleh Hakim 
Dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pangkajene  penulis 
menemukan sebuah kasus yang terkait dengan judul yang diajukan oleh penulis 
dalam rangka pembuatan skripsi, lebih spesifiknya kasus yang penulis temukan 
ialah mengenai Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua. Dalam hal 
ini pihak suami berstatus Pegawai Negeri Sipil yaitu Dr. Muh. Alwi Fatahilah, 
M.Pd., M.Si  sebagai Dosen fakultas disebuah Universitas di Kendari,  dan 
Nurhana selaku calon istri kedua yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pula.  
penulis pun melakukan wawancara kepada salah seorang hakim yang bernama 
Nur Akhriayani Zainal, S.H selaku Hakim Pratama Muda di Pengadilan Agama 
Pangkajene. Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 pasal 4 ayat (2) disebutkan 
bahwa “Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri 
kedua/ketiga/keempat”  akan tetapi seperti yang dibahas pada pasal 4 ayat (3) 
yang mewajibkan memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. 
Dalam putusan pihak pemohon (Dr. Muh. Alwi Fatahilah, M.Pd., M.Si.) 
mengajukan maksudnya kepada PA Pangkajene untuk berpoligami dengan 
alasan bahwa pihak istri pertama selaku termohon (Ir. Suhartini Suaedy,S.E, 
S.Sos.),  mengalami kelainan medis yang menyebabkan tidak mampu lagi 
melayani kebutuhan biologis pemohon sebagai seorang suami. Berdasarkan 
wawancara yang penulis lakukan, hakim mengeluarkan putusan dengan 
menimbang beberapa hal seperti: adanya persetujuan dari pihak istri pertama, 
pihak keluarga semua setuju dalam artian tidak ada yang keberatan, pihak 
pemohon memiliki pendapatan yang cukup untuk membiayai dua orang istri dan 
berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istrinya,adanya bukti medis dari pihak 
Rumah sakit mengenai penyakit yang diderita oleh istri pertama, serta adanya 
surat izin dari atasan yang berwenang baik dari pihak termohon maupun dari 
calon istri kedua yang juga berstatus sebagai PNS dan bersedia menanggung 
segala resiko atas perbuatannya.  
 Dalam hal ini hakim  lebih cenderung mempertimbangkan aspek keadilan dan 
kemanfaatan terhadap perkawinan pemohon dengan calon istri keduanya yaitu 
Nurhana sehingga mengabulkan permohonan pemohon dan mengeluarkan 








Berdasarkan analisa yuridis yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, 
maka penulis berkesimpulan sebagai berikut: 
1. Lebih mengarah kepada tinjauan yuridis, sebagaimana yang dimaksudkan 
dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian 
bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 4 ayat (3) “Pegawai Negeri Sipil wanita 
yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri 
Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari  pejabat”. Permintaan izin 
diajukan secara tertulis dan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang 
mendasari permintaan izin untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan 
memenuhi syarat sesuai Romawi V angka 3 SE BAKN No.08/SE/1983. 
Berdasarkan penelitian Pengadilan Agama Pangkajene telah 
melaksanakan peraturan ini dengan baik dengan kata lain sesuai 
peraturan. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan yang dilampirkan 
pada bagian skripsi ini yang menandakan contoh kasus.  
2. Akan tetapi berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 hal tersebut 
melanggar dalam artian tidak sesuai pada pasal 15 ayat (2) “pegawai 
Negeri Sipil wanita yang melanggar PP Nomor 45 Tahun 1990 pasal 4 
ayat (2) akan dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan 
hormat sebagai  Pegawai negeri sipil” berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
 
 B. Saran 
1. Untuk meningkatkan efisiensi Pengadilan Agama Pangkajene dalam 
menerima beberapa kasus khususnya pada kasus perkawinan dan 
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil hendaknya lebih ditelaah dan 
sebaiknya diberikan pemahaman-pemahaman seperti bimbingan 
konseling terhadap Pegawai Negeri Sipil yang hendak menikah ataupun 
bercerai. 
2.  Setelah mengatahui dampak dan akibat hukumnya maka pihak Pegawai 
Negeri Sipil yang hendak melakukan perkawinan dan perceraian dalam 
tindakan pembuktiannya harus benar-benar terlaksana dengan baik dalam 
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